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BAB 5  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada data yang telah dikumpulkan, dapat 

ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Perbedaan pengertian Dispute Board bagi kontraktor sebagai metode 

alternatif penyelesaian sengketa konstruksi 

a. Pengertian Dispute Board menurut PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 

Dari hasil penelitian tersebut didapatkan pengertian Dispute Board menurut 

responden adalah panel orang yang ditunjuk bukan dari pihak yang 

bersengketa yang digunakan untuk membuat rekomendasi.  

b. Pengertian Dispute Board menurut PT Waskita Karya (Persero) Tbk 

Dari hasil penelitian tersebut didapatkan pengertian Dispute Board 

menururt responden adalah penunjukan satu orang / satu arbiter sendiri oleh 

masing-masing pihak dan ada satu orang yang independen.  

c. Perbedaan yang terjadi antara dua responden 

Pengetahun yang dimiliki oleh responden dari PT Wijaya Karya sudah 

sangat baik dikarenakan responden tersebut pernah mempelajari Dispute 

Board sebelumnya pada studinya terdahulu sehingga dari keseluruhan 

pertanyaan mengenai Dispute Board, 90% dapat dijelaskan dengan baik dan 

sesuai dengan literatur yang ada. Pengetahuan yang dimiliki oleh responden 

dari PT Waskita Karya masih belum cukup untuk menjelaskan mengenai 

Dispute Board sehingga dari keseluruhan pertanyaan, hanya bisa 

menjelaskan 40% yang sama dengan yang ada pada literatur. 

 

2. Kesiapan  kontraktor dalam melihat keuntungan dan tantangan yang timbul 

dari metode penyelesaian sengketa melalui Dispute Board 

a. Keuntungan dari metode penyelesaian sengketa melalui Dispute Board 

Penyelesaian sengketa tidak harus sampai ke pengadilan dikarenakan sifat 

Dispute Board yang menghindari sengketa terjadi dalam suatu proyek. 

Dibandingkan dengan penyelesaian sengketa lainnya (arbitrase & litigasi), 
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Dispute Board dapat diselesaikan dengan waktu yang lebih cepat karena 

permasalahan yang belum terlalu dalam. Dispute Board juga dapat 

diselesaikan dengan biaya yang lebih murah, bila terjadi masalah karena 

tidak memerlukan pendaftaran kasus pada pengadilan tinggi (litigasi) 

ataupun arbiter dan biaya yang dikeluarkan sudah disepakatai karena sesuai 

dengan yang tertera pada saat penandatanganan kontrak kerja. 

b. Tantangan yang timbul dari metode penyelesaian sengketa melalui Dispute 

Board 

Biaya yang dikeluarkan untuk satu proyek konstruksi akan besar. 

Ketidaksetujuan para pihak dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh 

dewan sengketa karena sifat putusannya yang tidak mempunyai kekuatan 

hukum, sehingga ada kemungkinan terjadinya putusan DB tersebut tidak 

dijalankan dan menggunakan metode penyelesaian lainnya. 

c. Kesiapan kontraktor BUMN 

Sebagai kontraktor BUMN, yang diwakilkan dengan 2 buah perusahaan 

milik pemerintah (PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya 

(Persero) Tbk) memiliki tingkat pengetahuan mengenai DB yang berbeda. 

Responden pertama pernah melakukan studinya mengenai DB dan sedang 

mengaplikasikan DB pada salah satu proyek yang sedang ditanganinya. 

Responden kedua belum pernah menggunakan DB pada proyek yang 

ditangani dan belum pernah mempelajari mengenai DB secara lengkap, 

sehingga pengetahuan mengenai DB belum dapat dijelaksan dengan baik. 

Oleh karena itu, PT. Waskita Karya belum dapat menggunakan DB dalam 

waktu dekat ini.  
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5.2 Saran 

Saran untuk mengaplikasikan Dispute Board di Indonesia, sebaiknya pemerintah 

mensosialisasikan Dispute Board secara lebih menyeluruh sehingga dapat diketahui 

dan diaplikasikan di Indonesia dengan baik. Pelatihan sertifikasi harus diadakan 

terlebih dahulu bagi orang-orang khusus yang melakukan Dispute Board sebagai 

pendukung dari pengaplikasian Dispute Board di Indonesia. 

 

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah: 

1. Persebaran data pada praktisi lebih diperbanyak dari pada penelitian ini, 

sehingga pada tahap analisis komponensial dapat ditambahkan pembanding 

antara hasil dari ahli dan hasil dari praktisi. 

2. Bentuk penelitian kuantitatif dapat ditambahkan sebagai pelengkap dari 

penelitian ini.  

3. Penelitian selanjutnya lebih difokuskan pada kontraktor yang pernah 

melakukan penyelesaian sengketa menggunakan dispute board. 

4. Alangkah lebih baiknya bila kontraktor dapat dibagi menjadi dua sudut 

pandang yaitu sudut pandang kontraktor swasta dan kontraktor milik 

pemerintah dikarenakan sumber biayanya yang berbeda. 
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